
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 42 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 124 TAHUN 

2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  

DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN 

KOTA SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada Perangkat 

Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 124 Tahun 2016 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

DinasBalai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota 

Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 124) perlu ditinjau kembali; 

  b. bahwa klasifikasi, pembentukan, kedudukan susunan 

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit 

pelaksana teknis Dinas Balai Benih Ikan pada 

DinasPerikanan Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi; 

  c.  bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2016 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota 

Semarang. 

  



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

89); 



  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 114); 

  9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

   10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

   11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang 

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 82) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 41Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang 

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 41). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTATENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

WALIKOTA SEMARANG NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN 

KOTA SEMARANG. 



Pasal 1 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota Semarang 

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 124), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 26 Agustus 2019 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

  ttd 

 

           HENDRAR PRIHADI 

 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 26 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

 

                             ttd 

 

                   ISWAR AMINUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 42 

 


